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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi memutuskan peninjauan
kembali lebih dari sekali adalah bahwa pasal 268 ayat 3 KUHAP
yang berisikan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan
dengan Undang Undang Dasar N RI tahun 1945 dan tidak
mempunyai hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi NO 34/ PUU-XI1/2013 tidak
mendekstruksikan kepastian hukum. Tujuan untuk memenuhi
kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status
hukum terdakwa menjadi terpidana yang dipertegas dalam pasal

268 ayat 1 KUHAP.

B. Saran

1.

Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan kedalam revisi
KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain tentang
persyaratan pengajuan peninjauan kembali.

Mahkamah agung tidak boleh merasa terbebani karena ini memang
tugas dari Mahkamah agung. penafsiran hukum oleh MA hanya
bisa dilakukan melalui kasus. Karena itu, apabila ada permohonan
PK, MA harus ekstra hati-hati, karena PK tidak bisa sembarangan

melainkan harus ada bukti baru (novum). Di sinilah MA dapat
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melakukan interpretasi apakah suatu permohonan PK oleh
terpidana atau keluarganya tersebut memuat novum atau tidak,
intepretasi  MA itu nantinya akan menjadi hukum untuk

penyempurnaan hukum acara pidana agar menjadi lebih pantas.
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